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Praperadilan sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi
Pengadilan Negeri ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan
bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat
peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus
peristiwa pidana. Upaya dalam mengajukan permohonan praperadilan secara tegas
di atur dalam Pasal 79 KUHAP dan ketentuan yang ada pada Pasal 80 KUHAP,
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan dapat di ajukan oleh tersangka atau keluarga atau kuasanya, serta
permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya pehentuan penyidikan atau
penuntutan dapat di ajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga
yang berkepentingan tapi dalam praktiknya pemohon yang  mengajukan
praperadilan banyak di ajukan oleh Pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau
berkedudukan untuk mengajukan permohonan praperadilan, Seiring dengan
perkembanganya peraturan tentang praperadilan yang tertuang dalam KUHAP
Mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam putusan MK
Nomor 76/PUU-X/2012, menurut Mahkamah konstitusi, yang dimaksud dengan
pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau
pelapor, Di dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 98/ puu-x/2012 adanya
perluasan Frasa bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan
praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana, pada
putusan tersebut menyatakan bahwa yang termasuk kedalam pihak ketiga yang
berkepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 98/ Puu-X/2012 yang memberikan perluasan Pihak ketiga yang
berkepentingan dalam mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau
penuntutan perkara pidana menjadi sebuah pertanyaan mengapa LSM
dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam mengajukan
praperadilan, Kemudian meski telah ada putusan MK yang menyatakan bahwa
LSM merupakan Pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan
praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana ternyata
tidak semua pengajuan LSM yang diterima, ada permohonan yang di tolak, apakah
pertimbangan Majelis Hakim praperadilan dalam Menolak permohonan Lembaga
Swadaya Masyarakat ,hal ini penting untuk diteliti diketahui poin poin dasar dari
pengadilan negeri dalam hal menolak pengajuan Praperadilan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan UU No. 8 /1999 dan
menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan.



Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya preskriptif analitis, yang artinya
mempelajari suatu tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum

Didalam Kitab undang undang hukum acara pidana tidak memberikan kejelasan
hukum tentang siapa “pihak yang disebut sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan” untuk mengajukan permohonan praperadilan. Dengan itu perlu
melihat dari undang undang atau peraturan lainya Yang kiranya memuat kejelasan
terkait konsep Pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, dan menafsiran dari
pakar hukum untuk menafsirkan hal tersebut.

Dalam putusan hakim, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” pernah ada dalam
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 80 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 , Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal
28l ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Permohonan yang dimaksud telah diputus oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui Putusan Nomor
76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 Berdasarkan doktrin dan putusan hakim,
pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan
praperadilan adalah korban yang terkena dampak secara langsung maupun tidak
langsung. Korban langsung, misalnya, pihak yang dirugikan, baik harta, raga,
ataupun nyawa. Sementaraitu, korban tidak langsung, misalnya dalam perkara
korupsi, adalah masyarakat luas yang dirugikan atas penggunaan uang yang tidak
sesuai dengan aturan yang ada.Terlebih kemudian, tujuan dibuatnya undang-
undang adalah menghendaki adanya keadilan untuk semua lapisan masyarakat.
Pun, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, seyogianya semua warga
negara berhak untuk mengajukan hak hukumnya, tidak terkecuali LSM sebagai
perwakilan dari masyarakat umum. Pertimbangan Majelis Hakim Praperadilan
dalam menolak permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan
permohonan praperadilan yakni ada tiga hal yang menjadi perhatian Hakim ketika
mempertimbangkan yaitu status badan hukum, kepentingan, dan kegiatan. Ketiga
hal ini harus dimiliki oleh LSM agar dapat dikatakan mempunyai legal standing
dalam pengajuan praperadilan.
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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme mengapa LSM di
kategorikan sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam pengajuan Praperadilan
dan Apakah pertimbangan Majelis Hakim praperadilan dalam menolak
permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(legal research).Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif analitis,

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Lembaga Swasdaya Masyarakat (LSM)
dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang berwenang dalam
mengajukan praperadilan karena interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a
quo bukan terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, akan tetapi juga mencakup
masyarakat luas, yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang
memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, Yyaitu untuk memperjuangkan
kepentingan umum (public interests advocacy), seperti LSM atau organisasi
masyarakat lainnya. Hal tersebut mengingat pada hakikatnya KUHAP adalah
instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana yang ditujukan untuk
melindungi kepentingan umum Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim Praperadilan
dalam menolak permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan
permohonan praperadilan yakni Memiliki status sebagai badan hukum, memiliki
suatu kepentingan, mempunyai suatu kegiatan atau urusan-urusan yang telah
dilaksanakan secara nyata .Ketiga hal ini harus dimiliki oleh LSM agar dapat
dikatakan mempunyai legal standing dalam pengajuan praperadilan

Kata kunci(Keyword):lembaga swadaya masyarakat, praperadilan.
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